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Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, maka
perlu diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi;

a.

bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor:
LAP/59/2/1/WKN.03/09/01/2017 tanggal 5 Oktober
2017 tentang sewa milik daerah berupa tanah berikut
bangunan rumah dinas pada_ Sekretariat Dewan
Kabupaten Bengkalis dan Laporan Penilaian Nomor:
LAP/60/2/1/WKN.03/09/01/2017 tanggal 5 Oktober
2017 tentang sewa milik daerah berupa Kendaraan Dinas
Operasional Roda 4 (empat) pada Sekretariat Dewan
Kabupaten Bengkalis;
berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten BengkalisNomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat diberikan
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis;

b.

c.

d.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera TengahLembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 55, Tambahan Lembaran Negera RepublikIndonesia Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 17 ‘Tahun 2003 tentangKeuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

3.
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2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lkembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI UNTUK
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bengkalis.
Bupati adalah Bupati Bengkalis.3.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten
Bengkalis.

5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang
memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk menentukan
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasimasing- masing Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yangdilakukan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan danlahan rumah negara yang berlaku.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu sebagai untuk
pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasisebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBengkalis.

BAB Ul
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

(1) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ditetapkan untuk Anggota sebagai berikut:
a. Tunjangan Perumahan =: Rp18.006.000,00
b. Tunjangan Transportasi : Rp18.252.000,00

(2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)di bebankan dalam APBD pada Belanja Tidak Langsung.
BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 4

(1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentukuang dan dibayarkan’ setiap bulan_ terhitung mulaitanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan padatanggal 1 bulan berikutnya melalui Sekretariat DPRD.
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(2) Pembayaran tunjangan untuk pengganti antar waktu
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

(3) Tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, maka tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja
berikutnya.

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan
terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan dan berlaku
sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya.

(5) Pajak atas Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebakan kepada anggota
DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 94 Tahun
2017 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyaDalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2% September 2019
BUPATI BENGKALIS,

A UKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

H. BUSTAMI. HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 67


